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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A.  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian 

Uang Pasif 

Berikut akan diuraikan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 

pidana pencucian uang pasif melalui putusan pengadilan. Sebagai contoh perkara, 

dalam pembahasan ini digunakan perkara Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp. 

dan Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst. 

1. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp 

1.1 Kasus Posisi 

Terdakwa dalam hal ini Rinal Kornial antara tanggal 28 Desember 

2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 atau setidak-tidaknya pada 

waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 dan tahun 2011, 

bertempat di Perumahan Lapas Besi Nusakambangan, Cilacap atau 

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum 

Pengadilan Negeri Cilacap, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain 

dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap 

berwenang mengadilinya, turut serta melakukan percobaan, pembantuan 

atau pemufakatan jahat, yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau
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 menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 

(1) huruf c UU No. 8 Tahun 2010. Perbuatan terdakwa dapat diketahui 

dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut 
92

 

 Bahwa perbuatan terdakwa Rinal Kornial diketahui sejak 

tertangkapnya Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana 

(terdakwa) dalam perkara lain/splitsing pada tanggal 16 Februari 2011 

jam 16.00 WIB oleh Penyidik Polres Cilacap, bertempat di Gubug dekat 

kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika 

Nusakambangan, karena kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus pelastik 

berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, 

seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yang dibeli dari Syafrudin 

alias Capten.  

Bahwa sebelumnya Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya 

Buana juga telah beberapa kali melakukan jual beli narkotika (shabu-

shabu) antara lain membeli dari Syafrudin als Syaf als Isap als Capten 

untuk dikirim ke Banjarmasin, adapun pembayarannya dengan transfer 

M-Banking rekening BCA May Wulandari Nomor : 0510925874 dan 

rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 ke rekening BCA Sesilia 

                                                           
92

 Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp, hlm 3 
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Natalie nomor : 7420146951, rekening BCA Saipul Abu Gozala nomor : 

0073080816, rekening BCA Koming Dewi Sapta nomor : 2270146239, 

rekening BCA Asep Tata Hidayat nomor : 7120325731, rekening BCA 

Selpih nomor : 1080884610, dan rekeningBCA Sallia Melanie nomor : 

7600389054, demikian pula jual beli dengan Deddy Saputra dengan 

menggunakan nomor rekening BCA nomor : 7260144400. Adapun 

pembayaran dari hasil penjualan shabu-shabu ke Banjarmasin ditransfer 

melalui rekening BCA Surya Sunarta nomor :0510111001, rekening BCA 

Amin Sunarta nomor : 0510442377, rekening BCA Hendry Wijaya 

nomor : 0510922778, rekening BCA Rahmadaniah nomor : 0511185903 

yang ditampung di rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 

dan rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212. 

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Terdakwa Rinal Kornial 

memberikan bantuan kepada Drs. Marwan Adli Bc.IP.Msi dengan cara 

membuka rekening tabungan BCA di jalan Ahmad Yani Cilacap atas 

nama Terdakwa Rinal Kornial sendiri, dengan setoran awal yang 

diberikan Drs. Marwan Adli sebesar Rp. 185.000.000,- Kemudian setelah 

selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan nomor 

rekening : 0960579267, Terdakwa Rinal Kornial memberikan atm, pin 

dan buku rekening BCA tersebut kepada Drs. Marwan Adli, Bc.IP.Msi 

dengan maksud untuk memudahkan Drs. Marwan Adli menerima transfer 

dari Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana. Bahwa 
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diantara dana Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana yang 

ditampung/disimpan di rekening BCA May Wulandari nomor : 

0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh Giam Hwei 

Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana ditransfer melalui M-Banking 

ke rekening BCA Terdakwa Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar 

Rp. 15.000.000,-  

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, Drs. Marwan Adli dengan 

menggunakan fasilitas rekening BCA terdakwa Rinal Kornial nomor 

:0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA Andhika Permana 

(Terdakwa dalam perkara lain) nomor : 6805000426 sebesar Rp. 

25.000.000,- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 Drs. Marwan Adli 

dengan menggunakan fasilitas rekening BCA terdakwa Rinal Kornial 

nomor :0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA Andhika 

Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 25.000.000,-Perbuatan 

terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 

5 ayat (1) jo pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
93

 

1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari 

keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri, maka 

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan 

                                                           
93 Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp, hlm 6 
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terdakwa tersebut dapat memenuhi semua unsur dari Pasal sebagaimana 

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa 

dengan dakwaan alternatif : 

a. Melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  

tentang Narkotika  

b. Melanggar Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Nartkotika Jo Pasal 56 ke-1 KUHP  

c. Melanggar Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Nartkotika Jo Pasal 56 ke-2 KUHP  

d. Melanggar Pasal 5 huruf ayat (1) Jo pasal 10  Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

1.3 Unsur-Unsur Dakwaan 

Bahwa terdakwa telah melanggar pasal 5 ayat (1), jo pasal 10 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pasal 5 ayat (1) 

adalah merupakan dakwaan pokok, sedangkan pasal 10 merupakan 

dakwaan eksesoris atau tambahan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Setiap Orang 

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 

1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “setiap 

orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan 
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subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek 

pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas segala tindakannya. bahwa dalam perkara 

ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Rinal 

Kornial, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas 

perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama 

persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti 

jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap 

keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas 

pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak 

terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk 

menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun 

pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);  

Bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa 

subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih 

perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu 

rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika 

benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang 

memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan 

sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa 

adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini 
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2. Yang menerima atau menguasai penempatan,pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan 

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana  

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa unsur ini 

bersifat elemen alternatif, artinya cukup salah satu elemen yang 

terkandung dalam unsur ini telah terbukti terhadap perbuatan yang telah 

dilakukan, maka sudah cukup untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi 

 

1.4 Pertimbangan Hakim 

Berdasarkan kasus ini, hakim telah mempertimbangkan beberapa 

hal yaitu : 

a. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa 

tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan 

Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau pemaaf dan tidak pula 

terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan 

Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas 

perbuatannya. 

b. Bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, 

Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tesebut sudah patut dan adil 

bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan 
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oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan 

yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, berupa membantu 

Marwan Adli membuka rekening untuk menyimpan uang, dan telah 

memberikan memberikan atm, pin dan buku rekening BCA tersebut 

kepada Marwan Adli, dan rekening tersebut disalahgunakan oleh 

Marwan Adli untuk menerima sejumlah uang dari hasil tindak pidana 

Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana 

dengan Syafrudin als. Kapten, hal tersebut sangat dapat mengancam 

stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan 

serta sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara, 

sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukum yang dijatuhkan 

terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan adil 

c. Bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan 

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan 

menerima sejumlah uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, 

maka Terdakwa harus pula dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana 

dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila tidak 

dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara 

d. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata terdakwa 

telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan 

dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa penangkapan 
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dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan 

e. Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini barang bukti berupa : 

• 1 ( satu) buah Hp Nokia 52220 Type RM-411 Express Musik warna 

Hitam Lis 

Biru Berikut Sim Card Indosat Nomor 6201 4000 1087 36399, 

• 1 ( satu) buah Hp Nokia 1208 warna hitam Nomor IMEI 

359369/03/197207/4 berikut Sim Card AS Nomor 

6210146749791040, 

• 1 ( satu) buah KTP An. Rinal Kornial Nomor 1672012709920004. 

Kerena barang bukti tersebut terbukti tidak tersangkut dengan tindak 

pidana dalam perkara ini, maka ditetapkan dikembalikan kepada 

Terdakwa Rinal Kornial 

f. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa 

haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara 

ini. 

g. Bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim 

berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP maka terhadap diri Terdakwa 

harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 

pidana, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 

yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di 

bawah ini. Hal-hal yang memberatkan : 
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1. Bahwa perbuatan terdakwa turut ambil bagian yang dapat 

mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan 

sistem keuangan serta sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat, 

bangsa dan negara. 

2. Bahwa peran terdakwa ambil bagian memudahkan orang lain dapat 

menikmati hasil kejahatan dari rangkaian suatu tindak pidana asal 

yaitu Narkotika. 

Hal-hal yang meringankan : 

1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali    

perbuatan. 

2  Terdakwa belum pernah dihukum  

1.5 Amar Putusan 

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Putusan 

Nomor 111/Pid.B/2012/Pn.Clp. yang meminta Majelis Hakim 

memutuskan : 

1) Menyatakan terdakwa Rinal Kornial, telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang  

2)  Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 

1 (satu) Tahun; 

3) Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar 

Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila 
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denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap diri 

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan; 

4) Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut; 

5)  Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 

6)  Menyatakan barang bukti berupa : 

• 1 ( satu) buah Hp Nokia 52220 Type RM-411 Express Musik warna 

Hitam Lis Biru Berikut Sim Card Indosat Nomor 6201 4000 1087 

36399; 

• 1 ( satu) buah Hp Nokia 1208 warna hitam Nomor IMEI 

359369/03/197207/4 berikut Sim Card AS Nomor 

6210146749791040; dan, 

• 1 ( satu) buah KTP An. Rinal Kornial Nomor 1672012709920004. 

Ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Rinal Kornial; 

7) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 

5.000,- (Lima Ribu Rupiah). 

1.6 Analisis Putusan 

Perbuatan pidana yang berarti kelakuan dan akibat yang 

ditimbulkan oleh seseorang atau lebih, perbuatan pidana hanya menunjuk 

sifat perbuatannya saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana 

kalau dilanggar, tetapi untuk dapat dipidana harus dilihat didalam 

batinnya apakah perbuatan yang dilakukan juga ada kesalahannya 
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sehingga untuk dapat dipidananya seseorang, selain harus melakukan 

perbuatan yang dilarang juga harus mempunyai kesalahan, maka 

terdapatlah ”perbuatan pidana” dan pertanggungjawaban pidana.
94

 

 Pertanggungjawaban pidana pada tindak pencucian uang pasif  

adalah salah satu upaya untuk memintai pertanggungjawaban atas 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menerima atau 

menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Bentuk 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian 

uang pasif  adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat 

pribadi. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-

undang TPPU  adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan 

kesalahan.
95

 

Hal ini didasarkan pada Asas tidak dipidana jika tidak ada 

kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld, actus non facit reum, nisi mens sit 

rea) untuk dapat mencari „kesalahan‟ (schuld) maka kita harus 

mengetahui yang dimaksud kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, 

yaitu kesalahan adalah keadaan psychic yang tertentu pada orang yang 

melakukan perbuatan dan adanya hubungan pada keadaan tersebut 

dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu 

dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Penjelasan tersebut 

                                                           
94 Tb Irman, Op,cit, hlm 31 
95 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit, hlm 75.  
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menyatakan bahwa “kesalahan” adalah keadaan psychic (batin) tertentu 

pada orang yang melakukan perbuatan, dalam pola tersebut terdapat 

unsur-unsur perbuatan pidana, dan harus dicari dimana adanya keadaan 

psychic (batin) pada unsur-unsur pidana tersebut.
96

 

Dengan demikian adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana 

pencucian uang erat hubungannya dengan keadaan psychic akan 

perbuatan ”menerima atau menguasai”, setelah ditemukan bahwa keadaan 

psychic akan berdekatan dengan perbuatan “menerima atau menguasai 

“yang merupakan unsur objektif dari Pasal 5 ayat (1) . 

Untuk adanya kesalahan, harus ada kemampuan bertanggungjawab 

dari pelaku tindak pidana pencuciang uang pasif yang ditentukan oleh 

keadaan psychic yang menentukan adalanya kesalahan berupa dengan 

tekad, dengan keinginan, dengan kemauan, dengan kehendak, dengan 

niat, dengan maksud, dan dengan sengaja.
97

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
98

 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam 

delik meliputi : 

a Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

                                                           
96 Tb Irman, Op.cit hlm, 57 
97 Ibid. hlm 59 
98 Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul harta kekayaan. 

b Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul 

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 

yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) 

c Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, 

atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

didunganya merupakan hasil tindak pidana sebagimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1). 

Dua delik yang pertama menyangkut tindak pidana pencucian uang 

yang bersifat aktif sedangkan delik yang ketiga termasuk tindak pidana 

pencucian uang yang bersifat pasif. Namun apabila dilihat dari unsur 

sunyektif atau mens rea, ketiga rumusan delik tersebut menetapkan 

kesalahan berupa sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta 

kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan 

atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subyektif tersebut 

dapat dikatakan bahwa undang-undang pencucian uang menganut asas 

kesalahan (mens rea) terhadap pelaku delik.
99

  

Adapun unsur-unsur yang tercantum pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

TPPU adalah : 

                                                           
99 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit, hlm 74. 
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a. Unsur Subyektif adalah mengetahui atau patut menduganya  yang 

didalam penjelasan Pasal 5 menyebutkan yang dimaksud dengan 

“patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-

tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya 

transaksi yang diketahuinya yang mengsyaratkan adanya pelanggaran 

hukum. 

b. Unsur objektif adalah perbuatan menerima atau mengusai menguaai, 

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan. 

mengusai maknanya mendapat atau menampung dan sebagainya 

sesuatu yang diiberikan atau dikirimkan sedangkan mengusai artinya 

berkuasa atas, memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau 

mengendalikan.
100

 

Menurut Pasal ini yang dapat dapat dihukum misalnya orang yang 

menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana 

yang bisa dikatakan sebagai pelaku pasif, karena dengan menggunakan 

frasa “menerima dan “menguasai” yang meruapakan kalimat pasif. 

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang 

terjadi dalam hubungan keluarga antara kakek dan cucunya. Perbuatan 

                                                           
100 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Edisi lll, hlm. 1183 
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terdakwa memenuhi unsur mensrea dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

yaitu kesengajaan apabila dilihat dari fakta-fakta yang ada.  

Dalam teori kesengajaan, kata “sengaja” mempunyai makna bahwa 

sesorang yang menerima atau menguasai dan seterusnya seperti didalam 

unsur objektif dalam Pasal 5 ayat (1) maknanya menyadari, menginsyafi, 

mengerti dan tujuannya memang untuk itu didalam perbuatannya yang 

mempunyai akibat pidana atau akibat yang dapat dikenakan sanksi. 

 Bahwa ternyata pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp  

atas nama terdakwa Rinal Kornial modus yang dilakukan oleh terdakwa 

dalam  pencucian uang pasif dengan “membantu melakukan” atau ambil 

bagian untuk memudahkan orang lain dapat menikmati hasil kejahatan 

dari rangkaian suatu tindak pidana asal yaitu Narkotika. Terdakwa 

memberikan bantuan kepada Marwan Adli yang merupakan kakek dari 

terdakwa karena Indentitas (KTP) Marwan Adli ketinggalan di Bekasi, 

dengan cara membuka rekening tabungan BCA di jalan Ahmad Yani 

Cilacap atas nama Terdakwa Rinal Kornial nomor rekening 0960579267, 

selanjutnya Terdakwa Rinal Kornial memberikan atm, pin dan buku 

rekening BCA tersebut kepada Marwan Adli, berdasarkan pertimbangan 

fakta tersebut diatas, ternyata untuk setoran awal pembukaan rekening 

terdakwa adalah sebesar Rp. 185.000.000,- yang diberikan oleh Marwan 

Adli untuk disimpan dengan cara membuka rekening BCA, tetapi dalam 
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formulir pembukaan rekening BCA atas nama Terdakwa yang ditanda 

tangani oleh Terdakwa, Marwan Adli dan sepengatahuan terdakwa justru 

menyampaikan kepada petugas bank perihal asal usul uang adalah 

sebagai uang pemberian orang tua terdakwa sebagai bekal sekolah bahwa 

berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas, ternyata rekening 

Terdakwa Rinal Kornial nomor  0960579267 yang dikuasai oleh Marwan 

Adli ternyata telah dipergunakan oleh Marwan Adli untuk menerima 

sejumlah uang dari saksi Hartoni Jaya Buana Padahal dalam diri terdakwa 

dapat saja mengetahui atau patut menduga asal usul Harta kekayaan yang 

masuk ke Nomor rekening terdakwa yang dikuasai oleh kakeknya, dari 

perbuatan terdakwa diambil pengertian patut menduga harta kekayaan 

berasal dari tindak pidana adalah 
101

: 

1 Transaksi atau proses yang tidak wajar; 

2 Transaksi yang tidak sesuai prosedur; 

3 Transaksi yang tidak dengan aturan yang ada; 

4 Transaksi yang tidak sesuai lazimnya 

Dalam teori pertanggungjawaban hukum diterangkan bahwa, 

seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu 

dapat dikenakan suatu sanksi dalam karena perbuatannya yang 

bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya 

sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab, selanjutnya 

                                                           
101 TB Irman, Op.cit, hlm 272. 
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dijelaskan bahwa tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan 

menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-

undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. 

Melihat dari kesadaran pada saat melakukan perbuatan pidana yang 

dilakukan terdakwa peran terdakwa hanya sebagai penyedia tempat 

menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Kakek 

terdakwa Marwan Adli yang meminta Terdakwa untuk membuka 

rekening untuk menyimpan uang pinjaman dengan alasan kartu identitas 

ketinggalan di Bekasi, dihubungkan dengan lamanya Marwan Adli 

menguasai rekening tersebut, maka seharusnya Terdakwa patut menduga 

jika rekening BCA Terdakwa nomor : 096057926, telah digunakan oleh 

Marwan Adli untuk hal yang tidak wajar atau digunakan untuk 

melakukan tindak pidana, dan terhadap rekening atas nama Terdakwa 

yang kemudian dikuasai Marwan Adli adalah atas sepengetahuan 

Terdakwa, bukan karena ancaman dan atau paksaan dari Marwan Adli. 

Artinya terdakwa harus bertanggungjawab atas rekening BCA terdakwa 

yang telah disalahgunakan oleh kakek terdakwa Marwan Adli untuk 

menerima sejumlah uang dari hasil tindak pidana Narkotika jenis sabu-

sabu yang dilakukan oleh Hartoni Jaya dengan Syafruddin als. Kapten. 

Hakim berkesimpulan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam 

tindak pidana pencucian uang pasif.  
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Berikut dasar landasan Yuridis dan Landasan Non Yuridis 

(sosiologis) dalam perkara pidana atas nama terdakwa Rinal Kornial. 

a. Landasan Yuridis  

Landasan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar 

sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses 

persidangan yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi, 

keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti. 

Dalam kasus atas pencucian uang pasif atas nama terdakwa Rinal 

Kornial, penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan putusan 

tersebut landasan yuridis yang diambil oleh majelis hakim dalam 

mengambil putusan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  

Dalam hal ini majelis hakim melalui pengetahuan dan melalui 

pertimbangan serta musyawarahnya, maka majelis hakim memutuskan 

bahwa terdakwa Rinal Kornial dijatahui hukuman penjara satu (1) tahun 

dan denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) subsider dua 

(2) bulan penjara. 

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dalam Putusan 

Nomor 111/Pid.B/2012/Pn.Clp dengan terdakwa Rinal Kornial terbukti 

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka termasuk dalam bentuk 
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pertanggungjawaban mandiri atau pribadi yang didasarkan pada asas 

kesalahan yaitu berupa kesengajaan dan kealpaan. Hal ini karena 

didasarkan pada modus operandi terdakwa dalam hal membantu 

melakukan juga berdasarkan  asas kesalahan berupa kesengajaan  

b. Landasan Non Yuridis (Sosiologis) 

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan 

ditegakan sebagai mana yang diinginkan oleh hukum. Adapun nilai 

sosilogis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam 

memutuskan suatu perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya 

seseorang dijatuhkan pidana. Sesorang hakim didasarkan keyakinan 

hakim dan tidak hanya bersarkan bukti-bukti. 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu: 

1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 

hidup dimasyarakat. 

2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-

nilai yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. 

3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 

peranan korban. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan 
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5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 

Melihat kasus diatas, persoalan tindak pidana pencucian uang pasif 

dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan beberapa modus operandi 

salah satunya seperti dalam kasus ini menggunakan modus pihak ketiga 

yang dalam hal ini pihak yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. 

karena hal ini disebabkan oleh faktor pelaku pasif hampir selalu nyata dan 

bukan hanya suatu alias atau nama palsu, pelaku pasif biasanya 

menyadari bahwa sedang dipergunakan dalam perbuatan ini, sehingga 

pelaku pasif mengetahui atau patut menduga adanya perbuatan 

menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang atau aset maupun 

asal usul pelaku aktif, kebanyakan pelaku pasif adalah orang kepercayaan 

yang bisa dikendalikan dan hubungan pelaku pasif sangat dekat dengan 

pelaku sehingga dapat berkomunikasi untuk menerima perintah perintah. 

Hal lain yang mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang yang 

dilakukan oleh pelaku pasif, disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat 

mengenai modus pencucian uang pasif. Sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh oknum-onkum yang tidak bertanggungjawab tidak kecuali keluarga 

sendiri yang memanfaatkan anggota keluarga untuk memuluskan 

kepentingan guna mendapat keuntungan pribadi, tanpa perduli keluarga 
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yang tidak mengetahui dilibatkan dalam tindak pidana pencucian uang 

pasif. 

2.    Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 

2.1 Kasus Posisi 

Bahwa Terdakwa Ropin Meyer Ranald Sianturi, pada hari Kamis 

tanggal 11 Juni 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih 

termasuk pada tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang 

Mayapada yang beralamat di Gedung Mayapada Tower 2 Jl. Jenderal 

Sudirman Kavling 28 Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat, yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau 

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana penipuan dan tindak pidana lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-

cara sebagai berikut  

Pada bulan Desember 2014 melalui akun facebook Terdakwa Ropin 

Meyer Ranald Sianturi berkenalan dengan seseorang yang mengaku 

bernama George Humpton sebagai Enginer di Tambang Minyak Lepas 

Pantai Kuwait dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa ditawari oleh 
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George Humpton untuk bekerja secara lepas yaitu untuk menerima 

transfer dana dan mengirimkan uangnya kembali kerekening yang 

ditunjuk oleh George Humpton dengan dijanjikan imbalan uang. Setelah 

ditawari dalam pekerjaan untuk menerima dan mentransfer kembali dana 

tersebut dan karena Terdakwa sudah tidak lagi bekerja sehingga tanpa 

berpikir panjang lagi Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, padahal 

Terdakwa baru mengenal George Humpton melalui akun facebook dan 

tidak kenal secara langsung atau tidak pernah bertatap muka serta tidak 

tahu asal-usul atau profil (biodata George Humpton) yang sebenarnya. 

Kemudian Terdakwa dimintai nomor rekening Bank oleh George 

Humpton dengan alasan untuk menerima pembayaran pembelian Motor 

Harley Davidson dari Vietnam dan Terdakwa memberikan Rekening Bank 

Mandiri Cabang Mayapada Jakarta Pusat Nomor Rekening 

1220004464379 atas nama Ropin Meyer Ranald Sianturi Bahwa pada 

tanggal 14 Januari 2015 di Rekening Bank Mandiri Cabang Mayapada 

Jakarta Pusat Nomor Rekening 1220004464379 tersebut Terdakwa 

menerima transfer dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

yang diketahui Terdakwa melalui SMS Banking dan keesokan harinya 

pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa kembali menerima transfer dana 

sejumlah Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah). 

Selanjutnya melalui chating di facebook Terdakwa disuruh oleh George 

Humpton untuk mengirim uang tersebut ke Nigeria melalui Western 
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Union. Karena limit pengiriman Western Union ke Nigeria sejumlah 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus konfirmasi terlebih dahulu 

sehingga pada tanggal 16 Januari 2015 melalui Western Union di Bank 

Danamon Pondok Bambu Jakarta Timur Terdakwa hanya mengirim uang 

masing-masing Rp.98.908.440,- (sembilan puluh delapan juta sembilan 

ratus delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan sejumlah 

Rp.93.908.440,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu 

empat ratus empat puluh rupiah) sesuai permintaan George Humpton 

melalui chating di facebook uang dikirimkan kepada seseorang yang 

bernama Uchechukwu Anyadigibe beralamat di 15 Creek Road GRA Port 

Har Court Riverstate Nigeria. Atas penerimaan dan pentransferan uang 

tersebut Terdakwa menerima imbalan dari George Humpton sejumlah 

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara uang imbalan diambil 

langsung dari sisa uang yang tidak ditransfer tersebut Kemudian pada 

tanggal 27 Januari 2015 direkening Terdakwa kembali menerima transfer 

dana sejumlah Rp.69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) dan 

sesuai perintah dari George Humpton melalui chating di facebook 

Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.67.808.440,- (enam puluh 

tujuh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) 

kepada orang yang bernama Uchechukwu Anyadigibe beralamat di 15 

Creek Road GRA Port Har Court Riverstate Nigeria melalui Western 

Union di Bank Danamon Pondok Bambu Jakarta Timur, sedangkan 
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sisanya sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) imbalan 

untuk Terdakwa. Pada tanggal 13 April 2015 direkening Terdakwa 

kembali menerima transfer dana sejumlah Rp.254.000.000,- (dua ratus 

lima puluh empat juta rupiah) dan keesokan harinya dari tanggal 14 April 

2015 s/d tanggal 16 April 2015 secara bertahap sesuai perintah George 

Humpton melalui chating di facebook oleh Terdakwa dikirimkan kepada 

Uchechukwu Anyadigibe beralamat di 15 Creek Road GRA Port Har 

Court Riverstate Nigeria melalui Western Union di Bank Danamon 

Pondok Bambu Jakarta Timur dalam tiga kali pengiriman seluruhnya 

menjadi sejumlah Rp.248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta 

rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) bagian 

Terdakwa.  

Bahwa pada awal bulan Juni 2015 saksi Mey Suryandari selaku 

karyawan staf administrasi PT. Sila Jaya Abadi merasa curiga terhadap 

email kantor yaitu sillajaya@yahoo.co.id karena tidak pernah ada email 

masuk ataupun email Purchase Order (PO) dari perusahaan lain dan 

kecurigaan saksi Mey Suryandari yaitu email milik PT. Sila Jaya Abadi 

telah dihacker oleh orang lain, sehingga saksi Mey Suryandari membuat 

email baru yaitu mey.silajaya@yahoo.co.id dan semua korespondensi 

dengan perusahaan lain oleh saksi Mey Suryandari dialihkan kealamat 

email yang baru tersebut dan dari email baru tersebut diketahui adanya 

email yang diterima oleh pihak Jooco Dona LTD Vietnam yang dikirim 
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melaljui email kantor yaitu sillajaya@yahoo.co.idyang mengatasnamakan 

PT. Sila Jaya Abadi, selanjutnya saksi Mey Suryandari menanyakan 

kepada pihak Jooco Dona LTD Vietnam mengenai invoice tanggal 20 Mei 

2015 dengan total tagihan sejumlah USD 49.904,40 dengan payment 50% 

yaitu sejumlah USD 24.952,20 dan kemudian saksi Mey Suryandari 

menerima email dari pihak Jooco Dona Ltd Vietnam berisi bukti transfer 

ke Rekening Bank Mandiri Cabang Mayapada Jakarta Pusat Nomor 

Rekening 1220004464379 atas nama Ropin Meyer Ranald Sianturi KK 

Jkt Dua Mutiara Jakarta sejumlah USD 24.952,20 (dua puluh empat ribu 

sembilan ratus lima puluh dua koma dua puluh dolar Amerika) dimana 

pada bukti invoice telah terjadi perubahan mengenai rekening penerima 

menjadi Rekening Bank Mandiri Cabang Mayapada Jakarta Pusat Nomor 

Rekening 1220004464379 atas nama Ropin Meyer Ranald Sianturi, 

padahal saksi Mey Suryandari maupun karyawan lain atau Direksi PT. 

Sila Jaya Abadi tidak pernah mengirim invoice dengan perubahan nomor 

rekening kantor menjadi Bank Mandiri atas nama Ropin Meyer Ranald 

Sianturi, yang benar rekening kantor PT. Sila Jaya Abadi yaitu rekening 

Bank CIMB Niaga nomor rekening 4020200020006 atas nama PT. Sila 

Jaya Abadi. Selain itu saksi Mey Suryandari menerima informasi dari 

pihak Jooco Dona Ltd Vietnam yang telah mentransfer uang sejumlah 

USD 24.952,20 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua 

koma dua puluh dolar Amerika) kerekening atas nama Ropin Meyer 



81 

 

 

Ranald Sianturi yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2015. Dengan 

diketahui adanya perubahan rekening kantor dan ada tagihan (invoice) 

yang nomor rekeningnya telah berubah tersebut lalu saksi Mey Suryandari 

memberitahu kepada saksi John Arnold Paru selaku Direktur Umum 

bahwa email kantor telah dihack oleh orang lain dan pembayarannya telah 

dialihkan keatas nama Ropin Meyer Ranald Sianturi. Kemudian saksi Mey 

Suryandari dan saksi John Arnold Paru menuju ke Jakarta untuk 

koordinasi dengan pihak Bank Mandiri meminta untuk memblokir 

Rekening Bank Mandiri Cabang Mayapada Jakarta Pusat Nomor 

Rekening 1220004464379 atas nama Ropin Meyer Ranald Sianturi.  

Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa 

mengetahui melalu SMS banking direkening atas nama Terdakwa telah 

menerima transfer dana sejumlah USD 24.952,20 (dua puluh empat ribu 

sembilan ratus lima puluh dua koma dua puluh dolar Amerika) atau dalam 

kurs rupiah sejumlah Rp.329.302.677,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta 

tiga ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), akan tetapi 

setelah dicek ternyata saldo direkening menjadi minus lalu Terdakwa 

mencoba melakukan transaksi pembelian voucher pulsa Handphone akan 

tetapi ditolak oleh system. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2015 sekitar 

pukul 10.00 WIB Terdakwa ke ATM Bank Mandiri Jati Waringin 

mengecek saldo akan tetapi Kartu ATM ditolak oleh system Mesin ATM 

dan Terdakwa menemui Customer Servis Bank Mandiri dan Terdakwa 
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disarankan mengajukan komplain ke Bank Mandiri tempat rekening 

dibuka, selanjutnya Terdakwa menuju ke Bank Mandiri Cabang 

Mayapada yang beralamat di Gedung Mayapada Tower 2 Jl. Jenderal 

Sudirman Kavling 28 Jakarta Pusat.  

Bahwa pada hari yang sama saksi John Arnold Paru selaku Direktur 

Umum PT. Sila Jaya Abadi dihubungi pihak Bank Mandiri yang 

memberitahu ada seseorang yaitu Terdakwa yang mengaku pemilik 

Rekening Bank Mandiri Cabang Mayapada Nomor Rekening 

1220004464379 komplain ingin mencairkan uang sejumlah USD 

24.952,20 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua koma dua 

puluh dolar Amerika), lalu saksi John Arnold Paru menuju ke Bank 

Mandiri Cabang Mayapada Jakarta Pusat dan mendapati Terdakwa yang 

ingin mencairkan uang yang berasal dari transfer uang dari pihak Jooco 

Dona LTD Vietnam. Karena sebelumnya saksi John Arnold Paru  sudah 

melapor ke Polda Metro Jaya sehingga saat itu Terdakwa langsung 

ditangkap dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) bendel resi 

pengiriman uang Western Union, 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Nomor 

Rekening 1220004464379 atas nama Ropin Meyer Ranald Sianturi, 1 

(satu) KTP NIK : 3175071405821002 atas nama Ropin Meyer Ranald 

Sianturi, 1 (satu) bendel print out percakapan facebook massangger antara 

akun Ropin Meyer Ranald Sianturi dengan Goerge Humpton berikut 

terjemahannya, 1 (satu) lembar invoice Be Forward atas nama George 
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Humpton, 1 (satu) unit Smartphone merek HP warna hitam dan 1 (satu) 

unit Laptop merek Fujitsu warna hitam. Bahwa dalam menerima transfer 

dana tersebut sepatutnya Terdakwa dapat menduganya bahwa dana 

tersebut berasal dari kejahatan karena Terdakwa tidak mengenal secara 

langsung dengan George Humpton dan sepatutnya Terdakwa dapat 

menduga George Humpton menggunakan rekening orang lain yaitu 

rekening Terdakwa untuk memerima transfer dana dengan maksud untuk 

menyembunyikan asalusul dana hadil kejahatan dan Terdakwa 

berhubungan dengan George Humpton hanya melalui chating facebook 

serta tidak pernah berhubungan melalui telepohone apalagi bertemu secara 

tatap muka. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima transfer 

dana atas suruhan George Humpton yang berasal dari dana hasil kejahatan 

yang dilakukan oleh George Humpton tersebut telah merugikan PT. Sila 

Jaya Abadi sejumlah USD 24.952,20 (dua puluh empat ribu Sembilan 

ratus lima puluh dua koma dua puluh dolar Amerika) atau dalam kurs 

rupiah sejumlah Rp.329.302.677,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga 

ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) 

 

2.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari 

keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri, maka 

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan 
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terdakwa tersebut dapat memenuhi semua unsur dari Pasal sebagaimana 

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa 

dengan dakwaan Alternatif Kumulatif Subsidaritas yang mana dakwaan 

kesatu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 

didalam pasal 82 Undang undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2011 

tentang Transfer Dana, dakwaan kedua pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke- 1 KUHP, Dakwaan ketiga pasal 480 ayat (1) KUHP dan Dakwaan 

Keempat Primair pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia nomor 8 

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian uang, Subsidair pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia 

nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian uang, lebih subsidair pasal 5 Undang Undang Republik 

Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian uang. 

 

2.3  Unsur-Unsur Dakwaan 

Berdasarkan kasus diatas, hakim telah memepertimbangkan 

memilih dakwaan kesatu dan dakwaan keempat lebih susbsider, yang 

mana terdakwa telah melanggar Pasal 82 Undang-Undang No 3 Tahun 

2011 Tentang Tranfser dana dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut : 
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1. Unsur “Setiap orang” 

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama “Setiap orang” 

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan 

dakwaan Primair dan telah terbukti, maka supaya tidak mengulang 

ulang pertimbangan, segala pertimbangkan yang ada diambil alih dan 

dijadikan pertimbangan disini Menimbang, bahwa dengan demikian 

majelis yakin unsur pertama ini telah terpenuhi 

 2. Unsur “Menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan” 

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam 

mempertimbangkan dakwaan kesatu yang menyimpulkan kalau 

rekening Terdakwa telah menerima transfer dana dari George 

Humpton sebanyak 5 (lima) kali, agar supaya tidak mengulang ulang 

didalam mempertimbangkan, maka pertimbangan pertimbangan diatas 

diambil alaih dan dijadikan pertimbangan disini Menimbang, bahwa 

berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis yakin unsur ini telah 

terpenuhi. 

 3. Unsur “Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana perbankkan” 

Bahwa dari fakta fakta diatas, terungkap kalau Terdakwa tidak 

pernah bertemu langsung dengan George Humpton, Terdakwa hanya 

berkenalan dan berkomunikasi melalui Chating Facebook; 

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, transfer dana terakhir terjadi 
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padatanggal 11 Juni 2015 yang mana rekening Terdakwa menerima 

kembali transfer sebesar USD 24.952,20 (dua puluh empat ribu 

sembilan ratus lima puluh dua dolar Amerika dan dua puluh sen. 

2.4. Pertimbangan Hakim 

Berdasarkan kasus ini, hakim telah mempertimbangkan beberapa hal : 

a. Bahwa Terdakwa juga menerangkan kalau Terdakwa sempat merasa 

curiga dengan transfer dana yang dilakukan oleh George Humpton 

kepadanya, namun oleh karena Terdakwa dijanjikan pekerjaan, 

Terdakwa tetap mau menerima transfer dana dari George Humpton 

b. Bahwa sebagaimana terungkap juga dari fakta fakta diatas, yaitu dari 

keterangan dari Saksi saksi yang bernama John Arnold Paru, Marjuni 

dan Mey Suryandari semuanya dari PT Sila Jaya Abadi yang 

menerangkan Jooco Dona LTD Vieetnam selaku rekan bisnis yang 

seharusnya mengirim uang sebanyak USD 24.952,20 (dua puluh 

empat ribu sembilan ratus lima puluh dua dolar Amerika dan 

duapuluh sen) kerekening PT Sila Jaya Abadi, namun oleh karena 

ada seseorang yang memalsukan Email PT Sila Jaya Abadi yang 

berakibat uang dari Jooco Dona LTD Vietnam dikirimkan ke 

rekening Terdakwa 
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c. Bahwa dengan membelokkan transfer yang seharusnya dikirimkan ke 

rekening PT Sila Jaya Abadi, namun dibelokkan ke rekening 

Terdakwa hal ini jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum 

d. Bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis yakin 

perbuatan Terdakwa dalam menerima transfer dana dari George 

Humpton, Terdakwa patut menduga dana tranferan yang dikirim ke 

rekening Tedakwa berasal dari tindak pidana perbankkan sehingga 

dengan demikian, Majelis yakin unsur uni telah terpenuhi juga 

e. Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih susidair; 

f. Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa, Terdakwa hanya 

menikmati semacam Fee dari George Humpton sejumlah Rp. 

12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) saja. Dalam hal ini, yang pantas 

dihukum tinggi adalah George Humpton; 

g. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan di 

pertimbangkan hal-hal yang yang memberatkan dan meringankan  

Hal-hal yang memberatkan : 

1)  Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; 

Hal-hal yang meringankan : 

1) Terdakwa berlaku sopan di persidangan; 
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2) Terdakwa mempunyai isteri dan seorang anak yang dilahirkan 

pada saat Terdakwa menjalani masa penahanan dalam perkara ini 

3) Terdakwa belum pernah dihukum. 

2.5 Amar Putusan 

Adapun tuntutan Jaksa Penunutut Umum berdasarkan Putusan 

Nomor 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst yang meminta Majelis Hakim 

memutuskan : 

1) Menyatakan dakwaan Keempat Primair dan Subsidair tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan 

2 )  Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut 

3) Menyatakan Terdakwa Ropin Meyer Ranald Sianturi terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ 

Dengan sengaja menerima baik untuk diri sendiri maupun 

orang lain suatu dana yang patut diduga berasal dari perintah 

transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan 

Pencucian uang pasif” 

4)  Menjatuhkan hukuman pada Terdakwa dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan 

5) Menjatuhkan hukuman denda pada Terdakwa uang sebesar Rp. 

100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang 

tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
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2.6 Analisis  

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dilakukan oleh 

pelaku aktif saja, pelaku pasif juga dapat pula melakukan kejahatan 

dibidang pencucian uang. Kejahatan yang dilakukan ini sangat terkait 

dengan modus operandi menggunakan pihak ketiga dalam proses 

terjadinya tindak pidana pencucian uang pasif yang diatur dalam Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencuciam Uang.  

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif karena melakukan 

perbuatan “menerima atau menguasai” harta kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), modus operandi terjadinya tindak 

pidana pencucian uang pasif sebagai berikut : 

1.  Penempatan (Placement) 

Placement adalah tahap awal dari pencucian uang. Placement 

adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan 

pendekteksian terhadap uapaya pencucian uang. Placement adalah upaya 

menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem 

keuangan (financial sistem) atau upaya menempatkan uang giral (cek, 

wesel bank, setifikat, deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem 
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keuangan, terutama perbankan, baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri.
102

 

Dengan Placement dimaksudkan “the physical disposal of cash 

proceeds derived from illegal activity”. Dengan perkataan lain, fase 

pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang 

haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindarkan 

jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak 

diketahui oleh pihak penegak hukum.
103

 

2. Pengaburan (Layering) 

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, 

yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini 

terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi 

tertentu sebagai hasil placement ke tempat melalui serangkaian transaksi 

yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan 

jejak sumber dana tersebut.
104

 

Hubungan antara “placement” dan “layering” adalah jelas. Setiap 

prosedur “placement” yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram 

dari uang itu adalah juga salah satu bentuk “layering”. Strategi “layering” 

pada umumnya meliputi, antara lain, dengan mengubah uang tunai 

                                                           
102 Ibid 
103 Adrian Sutedi, Op.cit, hlm.,19. 
104 Ibid, hlm.,20 
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menjadi aset fisik, seperti kendaraan bemotor, barang-barang yang mahal, 

atau “real estate”. 
105

 

3. Integrasi (Integration) 

Tahap akhir dalam tindak pidana pencucian uang yaitu 

integration.
106

 Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang 

berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan 

melalui penempatan atau transfer, sehingga menjadi harta kekayaan yang 

halal (clean money). Integration pada dasarnya adalah tahapan dimana 

pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau 

tahapan dimana dana telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan 

dana yang sah secara hukum maupun ekonomi.
107

  

Jadi dalam integration, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan 

proses pencuciannya berhasil melalui layering, maka tahap selanjutnya 

adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (clean money) 

yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari 

penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.
108

 

 Dari teori tersebut, kasus diatas dengan terdakwa Ropin Meyer 

Ranald Sianturi, adalah pelaku pasif yang menerima dan menguasai   

                                                           
105 Ibid, hlm.,21. 
106 Ivan Yustivandana, Arman Nefi, dan Adiwarman, Op.cit, hlm.,63 
107 Ibid,  
108 Adrian Sutedi, Op,cit, hlm.,22. 
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harta kekayaan yang berasal dari George Humpton yang merupakan 

pelaku aktif dari tindak pidana pencucian uang. Terdakwa Ropin 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara kedua dengan yaitu 

pelapisan (layering), terdakwa menerima dana yang dikirim oleh pihak 

yang belum dikenalnya dan memanfaatkan ketidaktahuan terdakwa 

dengan mentransfer dana beberapa tahap kesistem perbankan dan 

terdakwa menikmati dana tersebut berupa fee dari George Humpton 

sebagai bentuk balasan karena telah membantu proses penerimaan dana 

yang berasal dari tindak pidana penipuan.  

Perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur mens rea 

berupa kesengajaan apabila dilihat dari fakta-fakta yang ada. Terdakwa 

yang dijanjikan pekerjaan oleh George Humpton, melakukan perbuatan 

pidana dengan menerima transferan dana dengan cara membelokkan 

transfer yang seharusnya dikirimkan ke rekening PT Sila Jaya Abadi 

namun dibelokkan ke rekening Terdakwa hal ini jelas merupakan 

perbuatan melawan hukum. Pengiriman dana yang didasarkan pada 

pengetahuan terdakwa, terdakwa bisa saja patut menduga dana yang 

dikirim adalah dana yang berasal dari tindak pidana dan bisa saja 

menolak transfer dana dari pihak George Humpton. Namun terdakwa 

tetap menerima atau menguasai dana yang diterimanya, sehingga unsur 

kesengajaan pada diri terdakwa dapat dipenuhi dan majelis hakim 

berkesimpulan terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dan dapat 
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dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana pencucian 

uang pasif  

Berdasarkan kasus atas nama terdakwa Ropin Meyer Ranald 

Sianturi  pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pusat bahwa hal-hal 

yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya padahal 

jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa merugikan PT Sila Jaya Abadi, 

dan hal yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa selama 

dipersidangan berlaku sopan, terdakwa mempunyai isteri dan seorang 

anak yang dilahirkan pada saat terdakwa menjalani masa penahanan 

dalam perkara ini, dan terdakwa belum pernah dihukum. Hal inilah yang 

dikatakan bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada landasan 

yuridis semata, melainkan ada faktor-faktor lain yakni berdasarkan pada 

hati nurani yang merupakan faktor Non Yuridis. 

Dilihat dari modus yang dilkakukan terdakwa dengan cara 

menerima atau menguasai dana yang dikirimkan kepadanya, terdakwa 

menggunakan dana tersebut untuk kepentingan terdakwa, terdakwa disini 

telah berkomunikasi baik dengan George Humpton dengan menggunakan 

media sosial facebook. Melaksanakan apa yang perintahkan oleh George 

Humpton untuk mengirimkan uang ke negara Nigeria sebagai balasan 

terdakwa mendapatkan fee Hal ini jelas perbuatan terdakwa dan George 

Humpton dilakukan agar asal usul uang tersebut tersembunyi dan tidak 

dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum. 
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Dalam menafsirkan pengertian unsur obejtif pada diri terdakwa 

yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, hibah, harta 

kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, majelis hakim 

memutuskan berdasarkan pada fakta bahwa Terdakwa juga menerangkan 

kalau Terdakwa sempat merasa curiga dengan transfer dana yang 

dilakukan oleh George Humpton kepadanya, namun oleh karena 

Terdakwa dijanjikan pekerjaan, Terdakwa tetap mau menerima transfer 

dana dari George Humpton. Perbuatan Terdakwa dalam menerima 

transfer dana dari George Humpton, seharusnya terdakwa patut menduga 

dana transferan yang dikirim ke rekening Tedakwa berasal dari hasil 

tindak pidana  

 Unsur subyektif yaitu mengetahui atau patut menduga dana yang 

dikirimkan kepadanya merupakan hasil dari tindak pidana.dalam 

penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan yang dimaksud dengan 

“patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya 

pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang 

diketahuinya yang mengisyartatkan adanya pelanggaran hukum. Dalam 

hal ini terdakwa sempat merasa curiga kepada George Humpton namun 

karena dijanjikan pekerjaan terdakwa tetap menerima dana yang berasal 

dari tindak pidana. 
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Melihat kasus diatas, persoalan tindak pidana pencucian uang pasif 

dapat dilakukan dengan beberapa modus operandi salah satunya dalam 

perkara ini menggunakan pihak ketiga melalui media sosial facebook  Hal 

ini disebabkan faktor pendorong maraknya pencucian uang salah satunya 

karena sangat cepatnya kemajuan teknologi.
109

 Kemajuan teknologi yang 

paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang 

informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan 

perkembangan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi 

informasi tersebut, maka batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. 

Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan 

terorganisasi (organized crime). Seperti contoh diatas pencucian uang 

yang dilakukan dengan media sosial facebook melintasi batas batas 

negara. Rasa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai modus 

terjadinya tindak pidana pencucian uang pasif, sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang mempunyai 

kepentingan guna mendapat keuntungan prbadi. 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, Hlm 39 
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B.  Bagaimana Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif 

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan 

guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi 

keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan 

putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan 

interaksi mengenai apa yang diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil 

melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-

aspek sebagai berikut : 
110

 

a. Perbuatan –perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti 

b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan 

yang didakwakan kepadanya 

c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu 

d. Pidana apakah yang dilakukan sehunungan dengan perbuatan-perbuatan itu. 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

didalam Pasal 35  dimana disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan disidang 

pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan 

merupakan hasil dari tindak pidana. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pasal 

                                                           
110 Lilik Mulyadi,Op.cit hlm 66  
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tersebut yang dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian/reversal of burden 

of proof
111

  

Menurut sistem ini dibalikan beban pembuktiannya dari penuntut umum kepada 

terdakwa, dimana terdakwa harus membuktikan  bahwa harta kekayaannya yang 

dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 77 atau dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (Prescumtion of gult) 

dimana terdakwa telah dianggap menguasai harta kekayaan yang berasal dari 

kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebalikya. 

Sekalipun Undang-Undang TPPU menganut Asas pembalikan beban 

pembuktian, namun kejaksaan sama sekali tidak dibenarkan untuk mengajukan 

dakwaan tanpa mengajukan bukti-bukti mengenai telah dilakukannya oleh terdakwa 

tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang terkait dengan pencucian 

uang, kejaksaan sekurang-kurangnya harus telah memiliki bukti-bukti permulaan 

yang kuat yang memberikan indikasi bahwa yang bersangkutan mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui Harta Kekayaan tersebut meruapakan hasil tindak pidana
112

 

Sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal asas pembuktian terbalik 

diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang yang berbunyi
113

 : 

                                                           
111 Sutan Remy Sjahdeini Op.cit hlm 218  
112 Ibid, hlm 219. 
113 Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang  
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1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta 

Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara 

bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. 

 

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp 

Kasus yang terjadi dalam putusan No 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp tersebut 

terdakwanya Rinal Kornial Dijatuhkan vonis majelis hakim 1 (satu) tahun penjara. 

Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 

pencucian uang pasif seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Pencucian 

Uang Pasif. 

Menurut analisis penulis dalam kasus ini, Pelaksanaan pembuktian terbalik 

dalam perkara ini disesuaikan dengan Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 

KUHAP, yaitu : 

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat 

4. Petunjuk 

 

5. Keterangan terdakwa 
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Bagi hakim, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang 

telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga alat bukti ini sudah bersifat restriktif 

dan limitatif sebagai alat bukti yang minimum. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti 

minimum tersebutlah hakim akan menarik keyakinannya untuk menentukan apakah 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. 

Di dalam Pasal 73 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa alat 

bukti yang sah dalam  pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah : 

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau 

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang berupa optik dan 

dokumen. 

 Namun dalam perkara ini, majelis hakim tidak terpaku pada urutan 

pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP dan sistem pembuktian terbalik yang diatur 

dalam Undang-Undang TPPU, bahwa selama proses pemerikasaan dipersidangan 

mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Rinal Kornial 

sistem pembuktian yang digunakan adalah sama halnya dengan persidangan pada 

umumnya yaitu berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim karena  

penerapan pembalikan beban pembuktian tidak digunakan oleh terdakwa untuk 

membuktikan harta kekayaannya dipersidangan, namun majelis hakim tetap 

memerintahkan terdakwa untuk menjelaskan terlebih dahulu asal-usul dari harta 
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kekayaan yang dikuasainya tersebut, dan bukan menjelaskan tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa, karena untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidananya 

maka Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaanya. Dalam 

Hal sistem pembuktian yang dikenakan terhadap Rinal Kornial dalam fakta-fakta  

dipersidangan dan didukung oleh alat bukti terdakwa dengan kesadarannya tidak 

membantah telah membantu kakeknya untuk memberikan kemudahan orang lain agar 

dapat menikmati hasil kejahatan dari rangkain suatu tindak pidana asal yaitu narkoba. 

yang berkibat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sisten 

keuangan serta sendi-sendi kehiduapan masyarakat, bangsa dan negara. 

Menurut penulis, putusan yang telah diberikan oleh majelis hakim dirasa telah 

sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan memperhatikan pertimbangan yuridis 

dan non yuridis (sosiologis), selain itu terdakwa juga belum pernah dihukum dan 

menyesali perbuatannya. Hal ini dapat dijadikan suatu tindakan represif, sehingga 

terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta dapat menjadi pelajaran bagi 

orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. 

2. Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 

Dalam hal sistem pembuktian yang dikenakan terhadap terdakwa Ropin Meyer 

Ranald Sianturi dalam memberikan kesaksiannya dipersidangan terdakwa tidak 

mengakui perbuatannya menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari 

hasil tindak pidana. 

Menurut analisis penulis, selama pemeriksaan dipersidangan mengenai tindak 

pidana pencucian uang pasif yang dilakukan terdakwa, sistem pembuktian yang 
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digunakan adalah sama halnya dengan persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan 

pada alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Terdakwa tidak menggunakan 

kesempatan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuktikan asal-usul harta 

kekayaannya. Sehingga berdasarkan kesaksian terdakwa dan didukung oleh 

keterangan ahli, saksi-saksi dan barang bukti : 

1) 1 (satu) bundel resi pengiriman uang Western Union; 

2) 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri No. Rekening 1220004464379 a.n. 

Ropin Meyer Ranald Sianturi; 

3) 1 (satu) buah KTP a.n. Ropin Meyer Ranald Sianturi; 

4) 1 (satu) bundel Print out percakapan Facebook Messenger Ropin M R 

Sianturi dengan George Humpton berikut terjemahannya; 

5) 1 (satu) lembar Invoice Be Forward Co. Ltd. a.n. George Humpton; 

6) 1 (satu) unit Handphone merk HP warna hitam; 

7) 1 (satu) unit Laptop Merk Fujitsu warna hitam; 

8) 1 (satu) bundel print out percakapan email siliajaya@yahoo.co.id.; 

9) 1 (satu) lembar Copy bukti transfer Asia Commercial Bank Dong 

NaiBranch; 

10) 1 (satu) lembar copy Invoice Jooco Dona Ltd Vietnam; 

11) 1 (satu) lembar copy Invoice Jooco Dona Ltd Vietnam palsu; 

12) 1 (satu) lembar copy Sales Contract PT. Sila Jaya Abadi dengan Jooco 

Dona Ltd. Vietnam; 

mailto:siliajaya@yahoo.co.id
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13) 3 (tiga) lembar Copy Commercial Invoice (Pengiriman Barang) PT. Sila 

Jaya Abadi ke Jooco Dona Ltd Vietnam; 

14) Uang sebesar Rp. 329.302.667.060,- (tiga ratus dua puluh sembilan 

juta tiga ratus dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); 

15) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri ke BRI Kantor Kas PMJ No. 

Rek. 122201000012301 a.n. RPL 088 Polda Metro Jaya; 

16) 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening a.n. Ropin 

Meyer Ranald Sianturi; 

17) 1 (satu) bundel Print out rekening tabungan Mandiri No. Rek. 

1220004464379 a.n. RopinMeyer Ranald Sianturi 

Semua alat bukti saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung 

pembuktian terhadap terdakwa Ropin Meyer Ranald Sianturi walaupun 

terdakwa tetap membantah tidak melakukan tindak pidana pencucian uang 

pasif, hakim tetap berkeyakinan terdakwa Ropin Meyer Ranald Sianturi telah 

terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pasif. 

 

 


